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ABSTRAK 

 

Muhammad Salamuddin: Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Dalam Pasal 67 

Ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Prespektif Hukum Pidana Islam 

 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting, sebab biasanya kualitas 

kecerdasan manusia dilihat dari seberapa tinggi seseorang tersebut mengenyam 

pendidikan. Namun sayangnya hal ini tidak disadari betul oleh masyarakat, sebab 

masih banyak masyarakat yang menganggap pendidikan bukan hal yang utama 

dalam mencapai kesejahteraan hidup.  

Penelitian ini bertujuan untuk, 1) Mengetahui Bagaimana tindak pidana 

pemalsuan ijazah dalam pasal 67 ayat (1) Undang-undang No.20 tahun 2003 

Tentang Sistem PendidikanNasional Prespektif Hukum Pidana Islam. 2) Untuk 

mengetahui Bagaimana sanksi pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah dalam pasal 

67 ayat (1) Undang-undang No.20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Prespektif Hukum Pidana Islam. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian 

kepustakaan (library research), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap 

sumber-sumber tertulis. Penelitian ini bersifat kualitatif yang menggunakan 

pendekatan yuridis normatif, yang mengacu pada norma-norma hukum yang 

terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Adapun sifat penelitian ini adalah 

deskriptif analitis, yang memaparkan peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan teori-teori. 

Kaidah Fiqih, الأصل فى النهى للتحريم, pada dasarnya suatu larangan 

menunjukkan hukum haram melakukan perbuatan yang dilarang kecuali ada 

indikasi yang menunjukkan hukum lain. 

ِ وَأوُلئَكَِ هُمُ الْكَاذِبوُنَ ( )105إنَِّمَا يفَْترَِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ بآِيَاَتِ ,َّ  

Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang 

yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka Itulah orang-orang 

pendusta. 

Hasil pembahasan penulisan ini menunjukan Tindak Pidana Pemalsuan 

Ijzah Dalam Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional Prespektif Hukum Pidana Islam adalah hukuman 

yang tidak ditetentukan oleh syara’,melainkan diserahkan kepada ululamri. Baik 

penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam mennetukan hukuman tersebut 

penguasa hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang seringan-ringannya 

sampai yang sebebrat-beratnya. Pada dasarnya hukuman ta’zir tidak memiliki 

batasan hukuman. Seperti halnya tidak ada batasan dalam perbuatan kriminal dan 

bentuk hukumannya. Begitu juga tidak semua perbuatan maksiat termasuk pada 

hukuman had dan qishas pada hukum islam. Maka diperlukan ijtihad seorang 

Imam atau Qadhi dalam menetapkan suatu hukuman ta’zir. 


